
 

 
S A L I N A N 

 

 
 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 96 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH 

LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 

ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5731); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5093); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 



3 
 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAERAH 

LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN 

KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN PENGUMPAN 

LOKAL.   

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah 

Laut. 

6. Distrik Navigasi adalah Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin. 

7. Perairan adalah perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan 

danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Tanah Laut. 

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turunpenumpang, dan/atau bongkar muât barang, 

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan 

antarmoda transportasi. 

9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, 
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keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau 

barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan 

intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional 

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 

10. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan 

yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-

dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. 

11. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk 

melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan 

yang terletak di laut atau di sungai. 

12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan 

laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

13. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan 

laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten. 

14. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit 

penyelenggara pelabuhan. 

15. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di 

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang 

diusahakan secara komersial. 

16. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di 

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, 

pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian 

pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum 

diusahakan secara komersial. 

17. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah 

di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan 

penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 

koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada 

pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 

18. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang 

kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, 

rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang 

merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, 

pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan. 

19. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa 

peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 
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20. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan 

pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara 

langsung untuk kegiatan pelabuhan. 

21. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling 

Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan 

untuk menjamin keselamatan pelayaran. 

22. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan 

tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat 

menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar 

muat barang. 

23. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan 

untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal. 

24. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat 

oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan 

dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan 

keamanan pelayaran. 

25. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya 

khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan 

lainnya. 

26. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk 

pelayaran. 

27. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh 

negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi. 

28. Sertifikat Pengoperasian Pelabuhan dan/atau Terminal adalah 

persetujuan untuk mengoperasikan pelabuhan dan/atau terminal. 

29. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada 

Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan 

dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dan kompensasi tertentu. 

30. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang 

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan 

maritim. 

31. Lokasi Alih Muat Antar Kapal (Ship to Ship Transfer) adalah lokasi di 

perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang 

digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal. 

32. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang 

digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan menunggu untuk 

bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, 

tank cleaning, blending, bunker, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan 

pelayaran lainnya. 
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BAB II  

DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN 

KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN  

 

Pasal 2 

 

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan 

batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan. 

(2) Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan 

kepelabuhan. 
 

Pasal 3 

 

(1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri atas : 

a. wilayah daratan; dan  

b. wilayah perairan. 

(2) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan yang berupa wilayah 

daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan 

untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. 

(3) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 

berupa : 

a. dermaga; 

b. gudang lini 1; 

c. lapangan penumpukan lini 1; 

d. terminal penumpang; 

e. terminal peti kemas; 

f. terminal curah cair; 

g. terminal curah kering; 

h. terminal roro; 

i. car terminal; 

j. terminal  serbaguna  (multipurpose terminal); 

k. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah; 

l. fasilitas bunker; 

m. fasilitas pemadam kebakaran; 

n. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); 

o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan 

dan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP); dan  

p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi. 

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 

berupa : 

a. kawasan perkantoran; 

b. fasilitas pos dan telekomunikasi; 

c. fasilitas pariwisata dan perhotelan; 

d. instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi; 

e. jaringan jalan dan rel kereta api; 

f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; 



7 
 

g. areal pengembangan pelabuhan; 

h. tempat tunggu kendaraan bermotor; 

i. kawasan perdagangan; 

j. kawasan industri; dan  

k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, 

tempat rekretasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan. 

(5) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan yang berupa wilayah 

perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

digunakan untuk kegiatan : 

a. alur-pelayaran; 

b. perairan tempat labuh;  

c. perairan tempat alih muat antar kapal (ship to ship transfer); 

d. terminal terapung;  

e. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;  

f. kegiatan pemanduan; 

g. kegiatan kapal untuk mengangkut bahan/barang berbahaya;  

h. perairan untuk kegiatan karantina;  

i. perairan alur penghubung intra pelabuhan (fairway);  

j. perairan untuk kapal pemerintah; dan  

k. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan perairan pelabuhan di 

luar Daerah Lingkungan Kerja perairan, yang digunakan untuk : 

a. alur-pelayaran dari dan kepelabuhan;  

b. keperluan keadaan darurat;  

c. penempatan kapal mati;  

d. percobaan berlayar;  

e. kegiatan pemanduan kapal;  

f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan  

g. pengembangan pelabuhan jangka panjang. 

(7) Penetapan luas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis 

kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk 

Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia. 

 

BAB III  

DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN 

KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

Pasal 4 

 

(1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan oleh 

Bupati. 

(2) Permohonan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal harus 
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diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati melalui Dinas 

dengan melengkapai persyaratan sebagai berikut : 

a. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan; 

b. rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang di perairan dari 

Pemerintah Provinsi; 

c. rekomendasi/pertimbangan teknis pejabat pemegang fungsi 

keselamatan pelayaran; 

d. hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan 

yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan; dan 

e. peta yang dilengkapi dengan batas-batas yang telah ditetapkan. 

(3) Batas-batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

meliputi : 

a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; 

b. luas lahan daratan; 

c. luas lahan perairan; dan 

d. titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan.  
 

BAB IV 

PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH 

LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 
 

Pasal 5 
 

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2), Dinas melakukan evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

(2) Dalam proses evaluasi dan penelitian persyaratan, Dinas dapat 

meminta kepada pemohon untuk melaksanakan ekspose atas hasil 

studi/kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) 

dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang 

diusulkan. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, 

Dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada 

penyelenggara pelabuhan Pengumpan Lokal untuk melengkapi 

persyaratan. 

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), dapat diajukan kembali kepada Dinas setelah persyaratan 

dilengkapi. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan 

persyaratan terpenuhi, Dinas menyampaikan hasil evaluasi dan 

penelitian kepada Bupati. 

(6) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan 

terpenuhi, Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja menetapkan batas – batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan 

Lokal. 
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Pasal 6 
 

(1) Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (5) paling sedikit memuat : 

a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan 

Kerja (DLKr); 

b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan; 

dan  

c. titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan. 

(2) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan mempunyai kewajiban : 

a. dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan, meliputi : 

1) memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah 

Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang telah ditetapkan; 

2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi 

mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan 

pelabuhan;  

3) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta 

menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;  

4) menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

5) menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan. 

b. dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) perairan, meliputi : 

1) memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah 

Lingkungan Kerja (DLKr) perairan yang telah ditetapkan; 

2) menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan 

kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;  

3) menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran;  

4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur-

pelayaran; dan  

5) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki 

berupa fasilitas pelabuhan di perairan. 

(3) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, 

penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban : 

a. menjaga keamanan dan ketertiban; 

b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; 

c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran; 

d. memelihara kelestarian lingkungan; dan 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penggunaan daerah pantai. 

(4) Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf b angka 3 dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh 
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Penyelenggara Pelabuhan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan 

oleh Distrik Navigasi setempat. 

(5) Suatu wilayah tertentu yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja 

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan dapat 

ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai terminal yang 

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani 

kepentingan umum. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 

Dalam hal pelabuhan pengumpan lokal yang telah memiliki batas-batas 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKp) sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan harus disesuaikan dengan 

ketentuan pada Peraturan Bupati ini.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

       Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 20 Juli 2020 
 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 20 Juli 2020 
 

         SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 96 

  


